


Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan

Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung
jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru;

(2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan: .
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

ja sami laksanaan Pelatihan PM bagi
Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pe . :
Kepala Sekiﬂah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target

5_:!_5351:1131“ pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala

sekolah dan 2 orang guru
1. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu

h
; Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawa
c {“i?truuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Sepala

Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab
‘1] PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggunsﬂrg'-;ﬁ“gm“al N
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB]) P Lo R
PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri |:r L
pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegi



d.

(Z) PIH
a.

jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBP Fungsional. Komponen biaya
tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanan PNBP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain
belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta
perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah,
pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBP
Fungsional atas layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke
rekening RPL;

membuka rekening penerimaan PNBP dan rekening RPL yang
digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;

melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses
pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal
4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;

menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai
dengan struktur program yang telah ditetapkan;

menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran
biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK
KEDUA; e
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan

Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala

Sekolah dan Guru.

:DUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
T‘.‘iﬁ;mkasikanphiaya pPelatihan PM bagi Kepiala Sekolah danpﬂr:,l';:
yang meliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen
Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang
disepakati oleh PARA PIHAK;
mul.:s;r.ukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fung_]fli?nal Id:“:
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESA ?E alu
Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang- un arllg:lr;
dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP k:pad;::llHM{ KESATU melalu
rekening RPL (Kode Virtual Account pembaya ;
nwng.llﬁkaﬁikgn dan melakukan pembaya:ran t‘angsungs ‘::::ﬁu!;
transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekola
dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan kemrsrediaan anggaran; |
menerima kuitansi tanda terima pemhayarl'an biaya Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan






Pasal 7
Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Jangka Waltu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak
kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (Force Majeure)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banilr].‘ keb.akamn, perang,
huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epld_eml yang secara
keseluruhan ada hubungan langsung dengan pen_vele_salan ke_gmtan.

(2] Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana @maksud pada
ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan ksfhar (Force Majeure)
wajib memberitahukan kepada pihak Ialr! d‘ISEI"ILﬂi surat keterangan yang

mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan l_iuntrak Het'aaa Slf:ﬁaﬂjlgl{ia:é
langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ma

akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrlag: iqi{w;?]ilﬁ diberikan
.:m.u;n'u tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:






